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ABSTRAK 

Pada perempuan yang berdasarkan keadaannya merupakan korban TPPO dalam praktek 

prostitusi dimana, dirinya dipaksa menjadi PSK atau forced prostitution karena adanya 

ancaman. Bahkan kadang ancaman tidak hanya untuk keselamatan korban saja, tetapi juga 

keselamatan keluarga dan kerabat dekat korban, sehingga untuk melindungan keluarga dan 

kerabat dekat tersebut korban terpaksa menjadi PSK. Dalam hal perempuan yang 

kedudukannya sebagai korban maka harus dilindungi dan negara wajib hadir memberikan 

pendampingan, perlindungan hingga pengembalian keadaan korban seperti sedia kala. 

Penelitian difokuskan pada dua rumusan masalah, yakni bagaimanakah kedudukan 

Pekerja Seks Komersial yang dipaksa dalam tindak pidana prostitusi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022; dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap wanita yang 

dipaksa menjadi PSK menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang  menggunakan pendekatan undang-

undang (Statute Approach), dan pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Sumber data 

yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat penelitian yakni 

deskriptif analitis dimana penjelasan akan meliputi isi dan struktur hukum yang berlaku. 

Dari penelitian ini diketahui bahwa PSK yang dipaksa dalam tindak pidana prostitusi 

merupakan korban. Dari banyaknya jenis-jenis kekerasan seksual, pemaksaan perempuan 

untuk menjadi PSK dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis kekerasan seksual, yakni Eskploitasi 

Seksual, Pemaksaan Pelacuran, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tujuan 

Eksploitasi, tergantung kepada kronologi kasusnya. Perlindungan hukum terhadap wanita yang 

dipaksa menjadi PSK menurut  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, dapat dibedakan 

menjadi 2 yakni perlindungan hukum secara preventif yakni dengan diaturnya jenis-jenis 

kekerasan seksual, dan perlindungan hukum secara represif dengan diaturnya ancaman sanksi 

kepada pelaku yakni  hukuman pidana untuk pelaku dan upaya pemulihan keadaan untuk 

korban. 
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For women who, based on their circumstances, are victims of TIP in the practice of 

prostitution where they are forced to become prostitutes or forced prostitution because of 

threats. In fact, sometimes threats are not only for the victim's safety, but also for the safety of 

the victim's family and close relatives, so that in order to protect the family and close relatives, 

the victim is forced to become a prostitute. In the case of women whose position is as victims, 

they must be protected and the state must be present to provide assistance, protection and 

return to the victim's condition as before. 

The research is focused on two problem formulations, namely what is the position of 

Commercial Sex Workers who are forced into criminal acts of prostitution based on Law no. 

12 of 2022; and how is the legal protection for women who are forced to become prostitutes 

according to Law No. 12 of 2022. 

This research is a normative research, which uses a statutory approach (Statute 

Approach), and a Conceptual Approach. The data sources used are primary, secondary and 

tertiary legal materials. The nature of the research is descriptive analytical where the 

explanation will include the content and structure of the applicable law. 

From this research it is known that prostitutes who are forced into criminal acts of 

prostitution are victims. Of the many types of sexual violence, forcing women to become 

prostitutes can be categorized into 3 types of sexual violence, namely Sexual Exploitation, 

Forced Prostitution, and Trafficking in Persons with the Purpose of Exploitation, depending 

on the chronology of the case. Legal protection for women who are forced to become 

prostitutes according to Law no. 12 of 2022, it can be divided into 2, namely preventive legal 

protection, namely by regulating types of sexual violence, and repressive legal protection by 

stipulating threats of sanctions against perpetrators, namely criminal penalties for 

perpetrators and efforts to restore the situation for victims. 
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